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PAMNTACITA

LEMBARAN DAERAH
PROPINS! DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAMHUN : 1986 4
Nomor : 4 SERIE “B" No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA AGEH
NOMOR : 2 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN PENIMBUNAN DAN PENY IMPANAN -
BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang : .
a. bahwa berdasarkan Stbl. 1927 (Nomor 199 dan Nomor 200 (Petroljum
Opslag Ordonantie} telah dirobah dan ditambah terakhir dengan Sti,
- 1940 Nomor 252 dan 150, ditetapkan pejabat yang berwenang mengelu-
arkan izin penimbunan, dan penyimpanan bahan bakar mmyak adalah
Gubernur Kepala Daerah ;

b. bahwa dalam rangka menertibkan, membina dan mengkoordinasikan
kegiatari pengusaha yang bergerak dibidang penimbunan dan penyimpan-
an hahan bakar minyak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu mene-
tapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara memperoleh izin ;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

‘flengingat :

- 1. Undang-undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemermtah~-
: "+ an di Daerah ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956. Sritaiia 'embentukan"Pfin_n:




panan:dan memiliki-minyak tanahdanbahan-bahan cair sejenis itu-yang
“mudah menyala ; '
4. -Undang-undang Nomor 12 (drt} Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1989 tentang- Penertib-
an Pungutan Daerah

6. Instruksi Bersama Menteri Dalam  Negeri dan Menteri .Negara Pemba-

tentang Pemeliharaan Keserasian dalam penanggulangan masalah ling-
kungan hidup di Daerah dengan kebijaksanaan ditingkat nasional.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG
1ZIN PENIIVIBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHABAKAR MINYAK.

B AB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daeraknini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh ;

c. BupatiMalikotamadya Kepala Daerah adalah BQpati/WaIikotamadya
© Kepala Daerah Tingkat 11 dalarm Propinsi Daerah Istimewa Aceh ; '

. d. bahan bakar minyak adalah benda cair yang bila dicampur dengan air
tidak bisa tercampur; bila dibiarkan maka akan terbentuk lapisan minyak
diatas lapisan air.

' Bahan bakar berbahaya adalah bahan bakar/benda cair yang pada keadaan

_barometer 760 melameter mulai pada suhu 22% derajat celcrus ata
: ! "lga kan asap/uap yang dapat menyata, sepem ba
jumeterh,’ awgas avture bensin. super; bef




d pasairini, namun baru menimbulkan asapfuap yang dapat menvyala

-pada suhu. diatasflebih dari 227% derajat celsius seperti minyak tanah
~-untuk lampu atawkompor,

tempat penimbunan adalah resunair bangunan atau kluis tanki dan lain-
lain dimana bahan bakar minyak disimpan,

tempat penyimpanan adalah Iapangan tempat pemmbunan bahan bakar
minyak untuk mana diperlukan izin.

tempat penimbunan dan penyimpanan bahah bakar minyak secara besar-
besaran adalah tempat- penimbunan dan penyimpanan dengan . jumlah
diatas 5000 liter (lima ribu liter) sampai dengan 10.000 {(sepuluh ribu}
fiter.

tempat penimbunan dan penyimpanan secara menengah adalah tempat
penimbtinan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah
diatas 3000 (tiga ribu) liter sampai dengan 5000 {lima ribu) liter,

tempat penimbunan dan penyimpanan secara Kecil-kecilan adalah tempat
penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai dengan
3000 {tiga ribu) liter,

izin adalah izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.

BAB I
KEWENANGAN PEMBERIAN I1ZIN

Pasal 2

Setiap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dalam
Daerah harus mempunyai izin.

Pasal 3

. Izin diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah, dengan ketentuan :

a.

- 3.000 (tiga ribu) liter, 1zin dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

,Kepala Daerah setempat

Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak lebih darl

Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai de
ngan 3,000 (tiga ribu) Iiter Izin dikeluarkan oleh Bupati/Walikotamady

Pasal 4 T .
ah ini dapat diberikan R



(1.

(2).

Perusahaan Daerah ;

Perusahaan dengan modal bersama. antara Daerah/PerusahaamvNegara di-
satu pihak dengan Daerah Tingkat | atau Daerah Tingkat |l atau Perusa-
haan Daerah dilain pihak ; .

‘Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara atau

Daerah/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Badan atau per-orangan
Swasta berkewarganegaraan Asing di lain pihak ;

Koperasi;

Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan Indonesia dan berkedudukan di Indonesta dan mempunyai
Pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan
usaha dibidang penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta
mempunyai Kantor Cabang/Perwakilannya di Propinsi Daerah Istimewa
Aceh ;

Per-orangan yang berkewarganegaraan Indonesia.dan bertempat tinggal
di Indonesia ;

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam
Negeri-(PMDN).

 BAB 1IN ,
CARA MEMPEROLEH 1ZIN

Pasal 5

Permohonan untuk'«mendapatkan lzin diajukan kepada Gubernur Kepala
Daerah dan atau. Bupati/Walikotamadya VKepala Daerah dengan memper-
hatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Tata cara-pengajuan permohonan Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, syarat-syarat, bentuk, isi dan sifat izin yang harus dipenuhi oleh
pemohon dlatur/datetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Pasai 6 -

}. Pemohonan izin yang digjukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala.

Daerah, tembusan beserta dengan lampirannya harus dikirimkan kepada. :

| ubernur Kepaia Daerah, - . L

Sy




BAB Iv
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7
(1}. Izin diberikan untuk jangka waktu 5 {lima) tahun dan dapat diperpan-
jeng kembali atas permohonan pemegang lzin yang harus diagjukan se-
lambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebetum berakhimya batas waktu yang
telah ditetapkan.

{2). Setiap adanya penambahan jumiah penimbunan dan penyimpanan atau
pemindahan lokasi, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetu-
Juan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotama-
dya Kepala Daerah setempat,

.BAB V
RETRIBUSI ATAS IZIN

Pasal 8

- Setiap pemegang Izin diwajibkan membayar retribusi vang ditetapkan sebagai
berikut :

a. Untuk penimbunan dan penyimpanaii\bshan bakar minyak secara besar-
besaran atau Stasion Pengisian~Bahan Bakar Minyak untuk Umum
(SPBU) sebesar Rp. 100,000, —{seratus ribu. rupiah) per-tahun ;

_b.  Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara mene-
ngah sebesar Hp_. 75000, (tujuh puiuh lima ribu rupiah) pertahun :

c. Untuk penimbunari«dan penyimpanan bahan bakar minyak secara kecil-
kecilan sebesar Rp, 25.000,— {dua puiuh lima ribu rupiah} per-tahun,
Pasal @

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus dibayar dimuka sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh izin.

Pasal 10

{1). Tata cara pembayaran retribusi untuk tahun-tahun berikutnya akan dia-.
tur leblh lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepafa Daerah. :

: (2} Bila waub retribusi tldak memenuhi retribusi yang terhutang, dlkenak
denda sebesar 50% :

Pasaf

raturai;Daerah ini dapat

""etnbuSt d:maksud pasa! 8,9 dan 1



Kas Propinsi Daerah Jstimewa Aceh,

Kantor Pos setempat atas rekening Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
melalui Cabang Dinas Pendapatan Daerah Prnpmsl Daerah Istimewa
Aceh di Daerah ngkat it 12 -

BAB Vi
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 12

Semua penerimaan retribusi schagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan
Daerah ini merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 13

Pembagian hasil penerimaan dari retribusi antara Pemerintah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
il, ditetapkan sebagai berikut .

a,

(1.

{2).

70% (tujuh puluh) perseratus untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat 1} yang bersangkutan; '

30% (tiga puluh} perseratus untuk Pemerintsh Propinsi Daerah lstime-
wa Aceh,

BAB Vil
PENGAWASAN

Pasal 14

Setiap pemegang izin harus mémperhatikan dan mematuhi semua Keten-
tuan Staatsbiad“No. 199 dan No. 200 Tahun 1927 bagi penimbunan dan
penyimpanan.bahan bakar minyak.

Sebelum “tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak
dipergunakan, atas permohonan pemegang izin Gubernur Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas tempat penim-
bunan dan penyirmpanan bahan bakar minyak tersebut, apakah sudah me-

. .menuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
" -yang berlaku,

. Gubernur Kepala Daerah/Bupati Kepala Daersh dapat mencabut izin:
- yang diberikan blla pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan“‘



hal-hal dan syarat-syarat lainnya ‘menurut Ordonansi Penimbunan dan Pe-
~ nyimpanan Bahan Bakar Minyak dilakukan oteh Gubernur Kepala Daerah dan
atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk,

BAB Vil
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

‘Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 2, Pasal 7 ayat (2)
dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya
3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,— (lima puluh ri-
bu rupiah).

Pasal 17

Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah da-
pat mencabut kernbali 12in yang telah dikeluarkan apabilaypemegang izin ti-
dak mematuhi/melanggar syarat—syarat yang ditentukan dalam izin.

BAB {X
KETENTUAN PERALIHAN/PENUTUP
Pasa] 18

{1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah’ini, maka semua ketentuan menge-
nai lzin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dan keten-
tuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerali-ini di-
nyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Surat izin yang dikeldarkan sebelum berlakunya Peraturan Daefah ini,
masih tetap berlakuisampai dengan berakhirnya masa izin tersebut,
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksa-
naannya. ‘

Pasal 20

:Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan datam Lem-‘ .
baran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. :

Banda Aceh, 7-Mei "1983.-;_ PR




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH

Ketua,

H., ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Dae-
rah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 4 SERIE B No. 1
Tanggal : 20 — 2 — 1986.

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH

Asnawi Hasymy, SH

Nip. 390003081.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACER"-

H. HADI THAJEB

* Peraturan Dazerah ini teish disahkan
. oleh Menteri Dalam Negeri dengan

Surat Keputusan
Nomor : 503.541.21-107,
Tanggal : 11 — T — 1986.




PENJELASAN

I. UMUM

1. Bahwa Gubernur Kepala Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam

Stbl, 1927 No. 199 dan No. 200 (Petrolium Opsiag Ordonantie)

~ telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl, 1940 No. 252

.dan No. 150 adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin
penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak ;

2. Bahwa dalam rangka menertibkan, membina dan mengkoordinasikan

‘ kegiatan Pengusaha vyang bergerak dibidang Penimbunan dan Pe-
nyimpanan Bahan Bakar Minyak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
maka perlu diatur/ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Ca-
ra memperoleh lzin.

. VPASAI.. DEMI PASAL :
Pasal 1 : Cukupjelas.

Pasal 2 : Penerbitan izin sebagaimdria dimaksud dafam pasal
ini, ialah. selain untuk “melaksanakan penertiban,
'pembinaah‘ dan mengkoordinasikan semua kegia-
tan pengusaha.yang bergerak dibidang penimbunan
dan penyimpenan Bahan Bakar Minyak juga di-
maksudkanuntuk menjamin keamanan dan men-
cegahMadanya bahaya kebakaran sebagai akibat
Penimbunan dan Penvimpaﬁan Bahan Bakar

Minvyak.
Pasal 3dan 4 X Cukup jelas,
Pasal b '

avat (1) :  Yang dimaksud dengan memperhatikan ketentuan
: pasal 3 Peraturan Daerah ini, ialah agar setiap pe-
mohon dépat mengajukan permohonannya sesuai
dengan keinginan dan kemampuan usahanya ber-

dasarkan ketentuan yang telah ditetapkan,

ayat (2)  :  Syarat-syarat, benfuk, isi dan sifat izin yang harus B
- dipenuhi oleh pemohon tidak dicantumkan dalam :
Peraturan Daerah ini, melainkan akan diatur dan
dltetapkan kemudian deng ‘n keputusan Guberau
“Kepala. Daerah,- Hal: lnl d; aksudkan agar ‘semua
- persyaratan, bentuk maupl._l_
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Pasal 6
ayat (1)

‘ayat {2)

Pasal 7
ayat (1)

ayat (2)

: _l;’_'asa-.l_S"sId-:B'._‘__
'.'."‘?'Pgsal 14 -

: Cukup jelas

~rian- “izin Menimbun dan’ Menyampan B;
f:Mmyak antara Iam :

maksud dapat senantiasa disesuaikan dengan per-
kembangan Keadaan maupun perkembangan per-
aturan dan perundang-undangan yang berlaku,
tanpa harus mengadakan perubahan Peraturan
Daerah ini,

Pemohon dalam mengajukan permohonan izin Pe-
nimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
vang diajukan kepada BupatiMWalikotamadya
Kepala Daerah setempat diharuskan uniuk me-
nyampaikan tembusan beserta semua lampirannya
kepada Gubernur Kepala Daerah, ialah dimaksud-
kan untuk pengumpulan data-data sehubungan
dengan penimbunan dan penyimpanan, Bahan Ba-
kar Minyak dalam Prapinst Daerah Istimewa Aceh.

Cukup jelas.

Jangka waktu berlakunya lzin baik vang dikeluar-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah maupun yang
dikeluarkan.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
hanya berlaku untuk 5 (lima) tahun, dan atas per-
mohohan dari pernegang izin dapat dipérpanjang

~ kembali yang harus digjukan selambat-lambatnya

2\(dua} bulan sebelum berakhirnya batas waktu
fzin, Setiap perpanjangan izin hanya diberikan
maximal untuk 5 {lima) tahun,

Sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Guber-
nur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotama-
dya Kepala Daerah, maka permegang izin penim-
bunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak

. dilarang menambah jumlah Penimbunan/Penyim-

panan, serta pemindahan lokasinya sebagaimana
vang telah ditetapkan di dalam Surat izin, dan
bagi pemegang izin yang tidak mengindahkannya
akan mengakibatkan dicabut/dibatalkan |zm yang
bersangkutan ‘

Ketentuan-ketentuan yang: berlaku dalam pem'
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P, R

1. Disékitar -tempat penyimpanan bahan bakar
. harus dibuat pagar keliling.

2. Pada pintu masuk perkarangan tempat pe-
nyimpanan bahan bakar tersebut harus dibuat
papan - pengumuman yang digantung dengan
kata-kata yang jelas/terang, yang berbunyi
antara lain :

"AWAS MINYAK, MUDAH TERBAKAR,
BERBAHAYA, DILARANG MEROKOK,
TEMPAT PENYIMPANAN/BENSIN/PREM)-
UM’ DILARANG MASUK YANG TIDAK
BERKEPENTINGAN.

3. Dalam perkarangan penyimpanan bahan bakar
dimaksud harus disediakan® alat pemadam
kebakaran dan racun-ragun/api.

4, Tiap-tiap sudut pgzrkarangan penyimpanan ba-
han bakar harus disediakan 1 M3 pasir.

5. " Bahan-bahan/bakar tersebut harus disimpan
dalam tanki yang ditanam datam tanzh.

6. Perkarangan tempat penyimpanan harus dite-
barkan batu kerikil setebal 5 Cm dan tebal-
nya diusahakan terus menerus tidak kurang
dari b Cm.

7., Dan laindain menurut ketentuan Ordonansi
Penimbunan dan Penyimpanan bahan Bakar
Minyak.

Pasal'155/d20 : Cukup jelas,
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